SALINAN]

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 mengamanatkan seluruh Kkementerian/lembaga dan
pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi
di internal instansi;

b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi tentang Road Map
Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9
Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang

11,

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9
tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten DBengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.



3

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis.

S. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

6. Road Map adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus
dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target
capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang
dibutuhkan dan proyeksi anggaran yang diperlukan.

7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah,
memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi
lebih baik (profesional, bersih, efisien dan efektif) meliputi
organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan,
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,
pelayanan publik dan pola pikir (mind set) serta budaya kerja
(culture set) aparatur.

8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional
Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan
dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana
rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke
tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran
per tahun yang jelas.

9. Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat
dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.

10. Renaksi adalah tahapan untuk mengoperasikan strategi dan

program yang telah ditetapkan di dalam road map Reformasi
Birokrasi instansi.

11. Tim pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari Tim Pengelolaan
Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelolaan Reformasi
Birokrasi Tematik.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah

BAB II1 . Agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
BAB IV . Manajemen Pelaksanaan RB

BAB V . Penutup

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Daerah
dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
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(2) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 mencangkup Reformasi Birokrasi
General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk
melaksanakan program, kebijakan dan kegiatan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis tahun 2020-2024.

(4) Road Map Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan
penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:

a. Tim Pengelolaan Reformasi Birokrasi General; dan
b. Tim Pengelolaan Reformasi Birokrasi Tematik.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan setian tahun
dengan menggunakan evaluasi dan penilaian dari Tim
Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3@ Mei 20273

BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Mei 2627

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 23
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